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BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Menimbang :

Mengingat

TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

1.

BUPATI LUWU UTARA,

bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan
dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien
dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan memajukan kondisi daerah;

bahwa untuk menjabarkan visi, misi, dan program
kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran,
strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan
keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah
yang disusun dengan berpedoman pada Rencana
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka
Menengah Nasional, perlu disusun Rencana
Menengah Daerah Dalam Kurun waktu 5 (lima)
tahun mendatang;

bahwa berdasarkan Pasal 264 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2025-2029;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
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Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3826);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor
7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor
340);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor
... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka
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10.

11.

Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor ...);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1
Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 - 2042
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun
2023 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4
Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 Nomor
4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Utara Nomor 390);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

Menetapkan :

dan
BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN
2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat

Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.

Bupati adalah Bupati Luwu Utara.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala
Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen
perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode
20 (dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

RPJMN adalah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Nasional untuk periode 5 (Lima)
Tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah
dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20
(dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah
dokumen perencanaan daerah untuk periode 5
(lima)tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan
berakhirnya masa jabatan kepala Daerah.

Rencana  Strategis Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat
Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah Dokumen perencanaan
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1
(satu) tahun.

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya
disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata
ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan
geografis beserta segenap unsur terkait yang batas
dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek
administrative.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Pasal 2

(1) RPJMD ditetapkan untuk periode 5 (lima) tahun.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(3)

disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RPJMN,
RPJMD Provinsi dan RTRW.

RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. pendahuluan;

b. gambaran umum Daerah;

c. visi, misi, dan program prioritas pembangunan

Daerah;

d. program perangkat Daerah dan kinerja

penyelenggaraan pemerintah Daerah; dan
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€. penutup.

(4) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam

penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Pasal 4
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanga

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 20 Agutus 2025

BUPATI LUWU UTARA,
ttd
ANDI ABDULLAH RAHIM

Diundangkan di Masamba,
pada tanggal 20 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,
ttd

JUMAL JAYAIR LUSSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2025
NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI
SULAWESI SELATAN TAHUN 2025 NOMOR B.HK.01.047.25
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan
pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Bupati dan Wakil
Bupati, dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4
Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Tahun 2025-2045, maka perlu disusun Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara Tahun
2025-2029 untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

RPJMD Kabupaten Luwu Utara merupakan penjabaran visi,
misi dalam program Bupati dan Wakil Bupati untuk jangka waktu 5
(lima) tahun yaitu sejak tahun 2025 sampai tahun 2029 yang
penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kabupaten
Luwu Utara, serta memperhatikan RPJMN, RPJMD Provinsi Sulawesi
Selatan, RPJMD dan RTRW Kabupaten lainnya.

RPJMD Kabupaten Luwu Utara ini memuat arah kebijakan
keuangan daerah, tujuan dan sasaran pembangunan daerah,
strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program
prioritas pembangunan daerah, dalam kerangka regulasi dan
kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yaitu dokumen
perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat
kerangka ekonomi daerah, proram prioritas, pembangunan daerah,
rencana kerja dan pendanaan, baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah daerah maupun di tempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2
Tahun 2025, Bupati menetapkan Ranperda tentang RPJMD Tahun
2025-2029 menjadi peraturan daerah tentang RPJMD Tahun 2025-
2029 paling lambat 6 (enam) bulan setelah bupati dan wakil bupati
dilantik.
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II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.
Pasal 2
Cukup Jelas.
Pasal 3
Cukup Jelas.
Pasal 4
Cukup Jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJMD
dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan
sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMD.
Evaluasi terhadap RPJMD adalah bagian dari kegiatan
perencanaan pembangunan yang secara sistematis
mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi
untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja
pembangunan.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 6
Cukup Jelas.
Pasal 7
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 393
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